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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan di atas tentang
analisis Kontribusi dan Efektivitas pajak kenderaan bermotor terhadap

Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Samsat Kota Gorontalo disimpulkan

oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak kenderaan bermotor terhadap pendapatan asli daerah
kota Gorontalo selama tahun 2009-2014 yang hasil capaiannya
mengalami fluktuasi tiap tahun. Dengan capian presentase yang
dihitung pada 6 tahun berturut-turut mendapatkan hasil yang cukup
tinggi yaitu 29,26% hasil ini memberikan kontribusi yang baik untuk
penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli
daerah di kota Gorontalo.

2. Efektivitas pajak kenderaan bermotor terhadap pendapatan asli daerah
kota Gorontalo selama tahun 2009-2014 dengan hasil yang didapat
dalam tiap tahunnya bisa dikatakan cukup efektif bahkan ada juga
yang sangat efektif, itu karena masih ada sebagian masyarakat yang
belum sadar akan membayar pajak kendaraan bermotor baik
kendaraan beroda dua atau beroda empat. Yang dilihat dari hasil

capaian masih ada yang dibawah dari 100%.
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1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran
baik yang berhubungan dengan Kontribusi dan Efektivitas, Saran tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari Kontribusinya Pajak Kenderaan Bermotor Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup tinggi, sehingga
kontribusi ini perlu dipertahankan atau ditingkatkan presentasenya.
Dengan demikian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lainnya
yaitu: Pajak Kenderaan Bermotor itu sendiri, Pajak Kenderaan diAtas
Air, Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor, Bea Balik Nama diatas Air,
Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor, Pajak Air Permukaan. Juga
perlu dipertahankan sehingga tingkat kontribusi dan PAD akan ikut
meningkat.

2. Memberikan penegasan kepada wajib pajak dalam membayar pajak
kenderaan bermotor sehingga tidak ada penunggakan wajib pajak itu
sendiri dalam membayar pajak kenderaan bermotor sehingga tingkat
efektivitas setiap tahunnya akan meningkat tidak akan mengalami

fluktuasi dalam tiap tahun.
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